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PUTUSAN
Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.JP
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswata, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat,
sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Jakarta Utara, sebagai

Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November
2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada
tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.JP,
telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 29 oktober 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2011;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di Kos Penggugat di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat dan terakhir masing-
masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

a. XXxxxxxxxx, lahir di Jakarta 08 Februari 2012b.
b. Xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta 10 Mei 20154.

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2013
pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan
terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:

a. Tergugat bersifat tempramental dan sering kata berkata kasar
yang menyakiti hati Penggugat;

b. Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)
terhadap Penggugat;

C. Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir;

5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2014
akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian masing-masing
pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir
bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;
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9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat
dan menurut relaas panggilan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 9
November 2023, ternyata Tergugat tidak ditemui pada alamat tersebut karena
pada alamat tersebut tidak ada RT.01 RW.013, dan menurut Penggugat sudah
sejak 2014 tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang
tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah

termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat
tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan
berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak ditemui alamat
Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, sehingga
menyebabkan alamat Tergugat kabur ;
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Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat kabur dan atau tidak
diketahui dengan jelas sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada
Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut. Maka Majelis
Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur
(obscuur libel) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hij.
Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Hj. Eni
Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rona Handayani, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis,
Ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd Ttd
Dra. Hj. Mukasipa, M.H. Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,
Ttd

Rona Handayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara
1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2 Biaya : Rp. 75.000,00
Proses/A
TK
3 Biaya : Rp. 400.000,00
Panggila
n
4 Biaya : Rp. 10.000,00
PNBP
Penyera
han
Panggila
n
Pertama
Penggug
at
5 Biaya : Rp. 10.000,00
PNBP
Penyera
han
Panggila
n
Pertama
Tergugat
6 Biaya : Rp. 10.000,00
Redaksi
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7 Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 545.000,0
0
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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